KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 47 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas
Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Uralan Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1856 Nomor 20);

2, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3830);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

4, Undang-undang Nomeor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara
Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomaor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah MNomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Qrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4263);

0. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk

Nomor 17 Tahun 2003
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan
Peraturan Pemerintah Nomor © Tahun 2003;
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10.

il.

12,

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22
Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerabhy;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 teniang
Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16).
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tenkzng
Pembentukan QOrganisasi Dinas Daerah {Lembaran Daerah Tahun 2004
Nomor 21)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG URAJAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3

4.

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kotz Padang;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;

Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Dinas Pendidikan Kota
Padang;

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kota
Padang,

. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pendidikan

Kaota Padang;

. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kota Padang;
. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur

Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pendidikan Kota Padang.

BAB 11
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisas! Dinas Pendidikan, terdiri dari :

1,
2.

3.

4,

Kepala Dinas;

Bagian Tata Usaha, membawahian :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Keuangan,

Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan TK dan SD;
b. Selsi Pembinaan dan Pengembangan SMP.
Bldang Pendidikan Menengah, membawahkan :

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan SMA;

h. Seksl Pembinaan dan Pengembangan SMK.

. Bidang Kafian Peningkatan Mutu Pendidikan, membawahkan :

a. Seksi Koordinasi Pengawasan dan Mubu Kependidikan;
b. Seksi Peaningkdtan Tenaga Kependidikan,

. Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Inta Sekolah, membawahkan !

a, Seksi Pembinaan Kesiswaan;
b. Seksi Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah,
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BAB 11X
URAIAN TUGAS POKOK DAN FURGSI

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 3

(1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Baplan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Xepala Dinas.

(2) Bagian Tata Usaha mempunyal tugas membantu Kepala Dinas dalam membertkan
pelayanan teknis administrasi kepada selurub satuan organisasi, UPTD Kecamatan, UPTD
Sekolah SMP, SMA dan SMK dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan
kepegawaian dan  koordinasi pelaksanaan tugas.

(3} Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud avat (2), Baglan Tata Usaha

mempunyat fungsi :

b.

C.

d.

£,

-

i,

j.
K.

menyusun program perencanaan dan penyelenggarakan urusan umum rumah tangga
kantor;

menyusun dan menyelenggarakan urusan keuvangan;

membuat program dan menyelenggarakan urusan kepegawaian;

memfasilitasi rencana pengembangan pendidikan;

menyelenggarakan urusan administrasi dalam perawatan, pengelolaan perlengkapan
dan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana kantor dan sekolah;

melakukan koordinasi bidang pendidikan dengan instansi terkalt;

. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bagian dan Dinas

Pendidikan;

. meneliti pemberian Izin Belajar Pendidikan dan Latihan, Tugas Belajar setelah

mendapat persetyjuan dar bidang terkakt dan Ujian Dinas, pemberian tanda
penghargaan dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

meneliti dan melegalisasi ijazah sebagal dokumen negara yang dikeluarkan sekolah,
kursiis dan PKBM sesuai dengan ketentusn yang berfaku;

menyeleksi dan mendistribusikan surst menyurat sesuai dengan aturan yang beriaku;
membuat iaporan Sub Bagian dan Dinas Pendidikan.

(4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Passi 2 angka 2 huruf a dan b,
dipimpin oleh secrang Kepata Sub Bagian yang datam melaksanakan tugasnya herada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baglan Tata Usaha.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum

Pasal 4

(1) Sub Baglan Umum mempunyai ugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan Tata Usaha
Dinas Pendidikan meliputi surat menyurat, rumah tangga, kearsipan, inventaris, alat
perlengkapan, serta administrasi kepegawaian,

(2) Uralan tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a.

&

e Ta the an

mengumputkan, mentabulasl, mengolah, menganalisis, menginventarisir dan
menyaijiikan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
menyusun program dan keglatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dilingkup
Dinas;

memelihara sarana dan prasarana lingkup Dinas;

mengelola adminstrasi perjalanan dinas dan kendaraan dinas;

. mengelala administras! kepegawaian dinas;

menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor;

. mengadalan dan menyalurkan perlengkapan;
. mengelola yrusan inventaris dan penghapusan barang;

membina dan mengelola urusan surat menyurat;
membina dan megelola kearsipan dan dokumentasi dinas;

I-L melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.
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Paragraf 2
Sub Bagian Kevangan

Pasal 5

e (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana anggaran dan
' belanja serta program kerja dinas meliputi verifikasi, perbendaharaan, pembukuan
dan menyusun pertanggungjawaban keuangan Dinas,
(2) Uralan tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

POnNow

™

menyusun dan mengelola anggaran belanja dinas;

. menyusun rencana penerimaan daerah bukan pajak;

mengadakan administyasi dan pembukuan keuangan dinas;

. mengverifikasi keuangan dinas;

melaksanakan dan membina akuntansi serta mengawasi pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja dinas;

menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;

menyiapkan dan menghimpun bahan rumusan penyerasian program dan laporan
pelaksanaan tugas;

. metaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Bidang Pendidikan Dasar

Pasal b

(1) Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh secrang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Pendidikan Dasar mempunyal tugas membantu Kepala Dinas dalam urusan

rencana program, pembinaan, pengembangan dan Pengelolaan TI, SD dan SMP.

(3} Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pendidikan
Dasar mempunyai fungsi :
a, menyusun rencana dan menetapkan petunjuk pelaksanaan, pengelolaan TK, SD dan

SMP serta menyusun rencana anggaran pendidikan;

melaksanakan Kurikulum Naslonal dan Muatan Lokal serta menfasilitasi pelaksanaaan
evaluasi belajar TK, SD, SMP hedasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
memantau dan mengevaluasi kegiatan pengelolasn TK, SD dan SMP serta
pengendalian, pengawasan penyelenggaraan belajar jarak jauh dan sekolah terbuka;
memfasilitasi peran serta masyarakat dibidang Pendidikan bersama Dewan Pendidikan
dan Komite Sekolah;

merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pembaharvan/inovas
metode belajar mengajar dan menyusun kebutuhan anggaran pendldikan di lingkup
bittang Pendidikan Dasar;

menganalisis kegiatan Kurikulum Nasional dan Kurlkulom Muatan Lokal sebagai
pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan;

meneliti program kerjasarna Luar Negeri dibidang Pendidikan;

melaksanakan wajib belajar 9 tahun;

menelii dan merekomendasi Izin Pendidan Kelembagean Pendidikan Pra Sekolah
sepert! Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nageri;

meneiiti dan menyiapkan pemberian Izin Pendirian Sekolah Swasia Tingkat TK, SD
dan SMP;

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 hunuf a dan b, dipimpin

h
™
=
b.
.
-
d.
e.
f,
g-
h.
1
1
%

oleh seorang Kepala Seksi yang dalem melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
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(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 1
Seksl Pembinaan dan Pangembangan TK dan SD

Pasal 7

Seksl Pembinaan dan Pengembangan TK, SD mempunyai tugas menyiapkan dan
mengeloia serta melaksanakan Kurikujum Nasional dan Kurikulum Muaian Lokal,
melgﬁrikan pelayanan Tekhnis terhadap tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana
sekolah.

Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan TK dan SD sebagaimana dimaksud

ayat (1), adalah :

&, menyusun petunjuk daya tampung YK dan SD dan penerimaan siswa banu;

b. menetapkan Izin Penyelenggaraan Sekolah dan melakukan akreditasi sekolah-sekolah
Swasta dan Negeri bersama Unit Kerja terkait:

¢. menetapken pemberian bantuan tenaga pendidikan serta sarana pendidikan dan
mengalokasikan dana sekolah berdasarkan ketentuan yang berlaku;

d. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pembaharuan/inovasi
metode belajar mengajar dan mengolah laporan;

e. menyusun konsep rencana kebutuhan tenaga pendidikan TK dan SD sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan yang beriaku;

f. mempersiapkan bahan usul pengangkatan, pemberhentian dan smutasi Kepala Sekolah
sesual dengan ketentuan yang berlaku;

g. memfasilitasi KKG, KKS, KKPS dalam menunjang kelancaran kegiatan Proses Belajar
Mengajar;

h. mempersiapkan rencana pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana serta
mengatur palaksanagan inventarisasi dan usul penghapusan sarana pendidikan TK dan
SD sesuai dengan ketentuan yang berlaky;

. meneliti dan menylapkan Rekomendasi Izin Pendlrian Lembaga Pendidikan Pra
Sekolah Negeri;

). menyusun laporan seksi sebagai bahan masukan Bidang Pendidikan Dasar;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

Paragraf 2
Seksi Pembinaan dan Pengembangan SMP

Pasal B

Seksi Pembinaan dan Pengembangan SMP mempunyai tugas mengelola, menyiapkan

data Sarana Prasarana Pendidikan dan ketenagaan serta melaksanakan kurikulum

nasional dan kurikuium muatan lokal SMP.

Uralaﬂ tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan SMP sebagaimana di maksud ayat (1)

adalan ;

a. menyusun petunjuk daya tampung SMP dan penerimaan siswa baru;

b. melaksanakan evaluasi pada jenjang SMP;

. melakukan akreditasi sekolah-sekolah Swasta dan Negeri bersama Unit Keria terkait;

d. menetapkan pemberian bantuan guru dan tenaga pendidikan lainnya serta sarana
pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

e. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pembaharuan/inovasi
metode belajar mengaiar dan mengolah laporan;

f. menyusun konsep rencana kebutuhan dan tenaga kependididikan SMP sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

g. mempersiapkan bahan usul pengangkatan, pemberhentian dan mutasi Kepala Sekolah
dan Wakil Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. memfasilitasi kegiatan MGMP, MK3S dalaf menunjang kegiatan Proses Belajar
Mengajar;

l. mempersiapkan rencana pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana serta
meangatur inventarisasi dan usul penghapusan sarana pendidikan sesual dengan
ketentuan yang berlaku;
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}- membuat laporan Seksi sebagal laporan Bidang Pendidikan Dasar dan Dinas
Pendidikan;

k. meneliti dan menyiapkan Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama Neqgeri;

L. melaksanakan tugas tambahan yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pendidilan Menengah

Pasai 9

(1) Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah

(2)

(3)

4

dan bertanggung fawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan

tugas dalam pengelolaan kurikulum tenaga tekhnis dan sarana Sekolah Menengah

Tingkat SMA dan SMK.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pendidikan

Menengah mempunyail fungsl ¢

a, menyusun program kegiatan dan anggaran dan belanja, serta menstapkan petunjuk
petaksanaan pengelofaan SMA dan SMK;

b. melaksanakan kurikulum nasional , dan merencanakan, pamantauan , mengendallkan
dan menilat pengelolaan dan manejemen sekolah;

¢. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan SMA dan SMK:

d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta melakukan evaluas)
penyelenggaraan belajar jarak jauh atas dasar Peraturan Pemerintah;

€. merencanakan dan melaksanakan pembinzan pengembangan karier tenaga
kependidikan SMA dan SMK:

f. meneliti dan merekomendasikan izin pendirian lembaga pendidikan Sekolah Menengah
Atas Negeri;

g. menelitt dan menyiapkan pemberian izin pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat
Menengah;

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4 huruf a dan b, dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah.

Paragraf 1
Seksi Pembinaan dan Pengembangan SMA

Pasal 10

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan SMA mempunyai tugas memblna dan mengelola

(2)

Sekolah Tingkat SMA mellputi kurikulum, tenaga kependidikan dan sarana prasarana

belafar.

Uralan tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan SMA sebagaimana dimaksud ayat (1)

adalah :

@, menyusun rencana daya tampung dan pefunjuk Penerimaan Siswa Baru (PSB),
evaiuasi belajar dan Usaha Kesehatan Sekofah bersama bidang terkait;

b. mengevaluasi Kurikulum Nasional tingkst SMA, serta menyebarivaskan petunjuk
pengelotaan sekolah;

c. berperan aktif membantu pelaksanaan akreditasi Sekolah Menengah Tingleat Atas balk
Negeri maupun Swasta;

d. mengembangkan standar kompetensi minimal tingkat Sekolah Menengah Atas serla
memfasilitasi keglatan MGMP dan MKXS;

e, memfasiiitasi mutasi siswa dan menyusun konsep rencana kebutuhan tenaga
kependidikan (tenaga edukatif dan administratif);

f. menyusun konsep penempatan, pemerataan dan mutasi guru serta tenaga
kependidikan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
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(1)

(2)

. Menyusun konsep rencana pengembangan wawasan quru dan tenaga kependidikan

lainya sesual dengan ketentuan yang berlaku;

. mempersiapkan penyeleksian pengangkatan, pemberhentan dan mutasi Kepala

Sekofah dan Wakil Kepala Sekolah sesual dengan ketentuan yang berlaku;

meneliti dan menyiapkan Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas Negeri;

g;eiﬂnyusun program staf serta membuat faporan Seksi Pembinaan dan Pengembangan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pembinaan dan Pengembangan SMK

Pasal 11

Seksi Pembinaan dan Pengembangan SMK mempunyai tugas membina dan mengelola
Sekolah Tingkat SMK mellputi kurikulum, tenaga Kependidikan dan sarana prasarana

belajar.

;.Idraian tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan SMK sebagaimana dimaksud ayat (1)
alah ;

a. menyusun rencana daya t@ampung dan petunjuk Penerimaan Siswa Baru (PSB),
evaluasi belajar dan usaha kesehatan sekolah bersama bidang terkalt;

b. mengevaluas! Kurikulum Nasional tingkat SMK, serta menyebarluaskan petunjuk
pelaksanaan pengelolaan sekolah;

¢. berperan aktif membantu pelaksanaan akreditasi Sekolah Menengah Kejunuan baik
Neger maupun Swasta ;

d. mengembangkan standar kompetensi minimat tingkat Sekolah Menengah Kejuruan
serta memfasllitasi kegiatan MGMP dan FXKS;

e, memfesilitasi proses mutasi siswa dan menyusun konsep rencana kebutuhan tenaga
kependidikan {Tenaga Edukatif dan Administratif);

f. menyusun konsep penempatan pemerataan dan mutasi guru serta tenaga
kependidikan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. menyLsun konsep rencana pengembangan wawasan guru dan tenaga kependidikan
sesuai dengan kebutuhan jurusan yang ada;

h. mempersiapkan bahan penyeleksian pengangketan, penberhentian dan mutasi
Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah sesual dengan ketentuan yang berlaku;

i. menyusun program keglatan staf serta  membuat laporan Seksi Pembinaan dan
Pengembangan SMK;

J. meneliti dan menyiapkan Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Menangah Kejuruan Negeri;

k. melaksanakan fugas tambahan yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Bidang Kajlan Peningkatan Mutu Pendidikan

Pasal 12

(1) Bidang Kajian Peningkatan Muty Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

(2) Bidang Kajian Peningkatan Mutu mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan
dalam menjasing dan menganafisis informasi, melakukan penelitian, menyusun rencana
dan melaksanakan upaya peningkatan mutu pendidikan balk formal maupun non formal.
(3) Untuk menyelenggarakan fugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Kajian
Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyal fungsi :

b.

menyusun rencana shategis upaya peningkatan mutu hasil belajar di semua tingkat
Pendidikan;

nmmfa-siliés.i peningkatan profesional guru dan perlindungan hukum terhadap tenaga
kependidikan;
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(4)

C.

d.

i

g.

menyusun rencana pembinaan dan pengembangan karir tenaga kependidikan serta
menyustn usulan rencana anggaren pendidikan, metakukan pendataan pendidikan
formatl dan non format:

menyusun petunjuk akreditasi sekolah dan memfasilitasi penilaian kinerja Kepgla
Sekolah, Pengawas, Penillk dan tenaga kependidikan lainya:

melaksanakan penefitian pengembangan dan penutupan iembaga pendidikan formal
dan non formal baik negeri maupun swasta;

melakukan analisis data dan perkembangan mutu pendidikan serta menyusun hari
efektif belajar, dan kalender pendidikan;

menyusun laporan bidang untuk kelengkapan laporan Dinas Pendidikan:

Masing-masing Sekst sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 huruf a dan b, dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang dalam meiaksanakan fugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kafian Peningkatan Mutu Pendidikan.

Paragraf 1
Seksi Koordinasi Pengawasan dan Mutu Kependidikan

Pasai 13

(1} Seksi Keordinasi Pengawasan dan Mutu Kependidikan mempunyai tugas mengkoordinasi
kegiatan pengawasan Pendidikan Formal maupun Non Formal, mengumpulkan,
menganalisis dan memadukan data serta menyusun Kkalender pendidikan dan
mengupayakan peningkatan perbaikan mutu pendidikan.

Uraian tugas Seksi Koordinasi Pengawasan dan Mutu Kependidikan sebagaimana
dimaksug ayat (1) adalah:;

(2)

a.

b.

melakukan koordinasi antar bidang tekhnis dan instans! terkait dalam hal peningkatan
mutu pendidikan;

mengumpuli@n, menganalisis dan memadukan serta menyajikan data perkembangan
sekolah dan tuar sekolah meliputt keadaan slswa, gury, pegawal serta keglatan
pemuda olzh raga, kesenian kebudayaan dan sarana prasana pendidikan;
mengumpulkan dan menganalisis serta menyajikan data temuan Pengawas Sekolah
dan Penilik Luar Sekolah untuk ditindak lanjuti;

menyusun petunjuk menyelekst mengidentifikasi dan rekruitmen Pengawas Sekolah
maupun Penilik Luar Sekolah;

mengkoordinir pertemuan Pengawas Sekolah dan Penilik Luar Sekolah dalam rangka
pemecahan masalah pendidikan:

menyusun inttumen tentang pengendalian mutu pendidikan sekolah dan luar sekofah
bersama bidang dan unit terkait sebagai masukan kebljakan Dinas Pendldikan;

. menyusun hari efektif belajar dan menyusun kalender pendidikan berdasarkan

masukan Pengawas Sekolah dan Luar Sekolah;

. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan baik Sekolah maupun Luar Sekolah

sebagai bahan laporan bidang dan dinas pendidikan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2
Seksi Peningkatan Mutu Tenaga ¥epandidilan

Pazal 14

(1} Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merencanakan
Pembinaan terhadap Tenaga Kependidikan di Sekolah maupun Luar Sekolah serta
mengkaji sarana dan prasarana Pendidikan sesuai dengan Kurikulum Nasional dan
Kurikulum muatan fokal,

{(2) Uraian tugas Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan sebangaimana dimaksud
ayat (1) adalah :

a., menyusun program dan langkah strategis peningkatan mutu tenaga kependidikan dan

upaya peningkatan mutu hasil belajar baik secara akademik maupun dalam bentuk
keterampifan di sekolah formal dan non formal;
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" b. mengindentifikasi kekuatan dan kelemahan tenaga kependidikan dan mengkaj
relevansi latar belakang pendidikan dengan kemampuan daya serap hasii belajar
siswa sebagai data base;

C. menyusun rencana peningkatan kemampuan tenaga kependidikan di Sekolahy dan
Luar Sekolah;

d. menyusun rencana anggaran kesejahteraan jenaga kependidikan di Sekolah maupun
Luar Sekolah;

@. menyusun rencana pengembangan kualifikasi dan klasifikas! tenaga kependidikan
sesual dengan ketentuan dalam rangka peningkten mutu sumber daya tenaga
kependidikan dan tenaga administrasi pendidikan;

f. menganalisis data tenaga kependidikan dan menyusun program peningkatan
profesionalisme rencana kebutuhan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan
yang beraku;

g. melaksanakan tugas lain yang diberiian oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Intra Sekolah

Pasal 15

(1) Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Intra Sekolah dipimpin oleh seorang Kepatd Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bldang Pendidikan Luar Sekolah dan Intra Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas Pendidikan dalam Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Luar Sekolah dan
Ekstra Kurikuler Sekolah.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat {2) mempunyal fungsi
a. melaksanakan program pendidikan nasional, melakukan pembinaan dan pengelolaan
pendidikan luar sekolah, dan extra kurikuler di Sekolah;

b. mengawasi dan mengendalikan peieksanaan PLS atau pendidikan yang dikelola
masyarakat berupa kursus, PKBM, Paket A Setara 5D, Paket B Setara SMP dan Paket
C Setara SMA serta kegiatan ekstra kurikuler di Sekolah;

c. pembinaan tekhnis pemberdayaan PLS, Kursus, Program Paket A, B dan C serta
ekstra kurikuler di Sekolah;

d. menyusun usulan anggaran kegiatan penciidikan;

g. membuat laporan Bldang.

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasai 2 angka 6 huruf a dan b, dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang dalem melaksanakan tugasnyz berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepaia Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Intra Sekolah.

Paragraf 1
Seks! Pembinaan Kesiswaan

Pasal 16

(1) Seksi Pembinaan Kesiswaan mempunyai tugas menyusun program dan melaksanzian
kegiatan pembinaan siswa, memfasilisi kegiatan sekolah meliputi bidang Kesenian,
Olah raga dan Kebudayaan.

(2} Uralan tugas Seksi Pembinaan Kesiswaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. menyusun konsep rencana pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan
kesiswaan, pemuda berdasarkan data dan informasi;

b. menyebar juaskan bahan petunjuk tekhnis penyelenggaraan kegiatan ekstra kurikuler
sekotah, kesiswaan dan pemberdsyaan pemuda, olah rags, seni, budaya sesuai
dengan ketentuan yeng berlaku;

¢. mengatur pelaksanaan kegiatan permnberdayaan dan pengembangan ekstra kurikuler
sesuai dengan ketentuan yang beriakuy;

d. melaksanakan peningkatan kerjasama dengan organisasi yang bergerak cibidang
pemberdayaan dan pengembangan kesiswaan dan intra sekaiah balk datam maupun
{uar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
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. memantau pelaksanaan keglatan penyaluran beasiswa, kegiatan intra sekoleh dan

luar sekolah sesuai dengan ketenhtuan yang beriaku;

memberikan bimbingan tekhnis kepada sekolah tentang pembinaan kesiswaan dan
eksira kurikuler sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

memfasilitasi lomba-lomba Kepramukaan, Palang Merah Remaja, UKS, K6, Paskibraka,
pertukaran pemuda dan pelajar, seni budaya sekolah, pembinaan bakat, OSIS dan
pembinaan generasi muda;

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasam.

Paragraf 2
Seksi Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 17

(1) Seksi Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah mempunyal tugas menyusun Frogram dan
melaksanakan kegiatan serta melakukan pembinaan dan pengembangan pandidikan luar
sekolah dan masyarakat.

{2} Uralan tugas Seksi Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

d.

b.

menyusun konsep rencana Keglatan pelaksanaan dan pembinaan pendidikan luar
sekolah berdasarkan ketentuan yang berlaky;

menyusun dan menyebarluaskan petunjuk dan  ketentuan penyelenggaraan
pendidikan masyarakat luar sekoiah sesual petunjuk Pusat;

. memfasilitasi pengelolaan pendidikan luar sekolah yang ditakukan masyerakat berupa

kursus, PKBM dan Paket A, B, C serta keglatan Pendidikan Anak Usia Dint (PAUD);

. memantay pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan

masyarakat; .

. memberikan bimbingan teknis kepada Penilik Pendidikan Luar Sekolah/masyaralet;

melaksanakan kerjasama dengan Instansi terkait untuk meningkatkan pembinaan dan
pengembangan pendidikan luar sekolah/pendidikan masyarakat;

. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan tenaga tekhnis dan sarana pendidikan

luar sekolah;

. meneliti usul Izin Penyetenggaraan Kursus, menetapian Kurikidum Muatan Lokal serta

menyusun petunjuk inovas! PLS;

memantau pelaksanaan Kurkkulum Nasional dan Muatan Lokal Pendidiken Luar
Sekolah serta mengawasi, mengendalikan pelaksanaan Kurikulum Nasional dan
Muatan Lokal pendidikan luar sekolah;

melaksanakan evaluasi, meneliti perkembangan Kursus PKBM serta memberi J2in
mengembangan model program kursus pendidikan masyarakat luar sekolah;

. memfasilitasi pusat kegiatan belajar yang dilakukan Pemerintah, Badan Organisasi,

Yayasan dan Masyarakat;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasat 18

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2001
ttg:lmg Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, dinyatekan dicabut dan tidak
aku lagl.
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Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahian pengundangan Keputusan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang.
padang tangga) 30 ¢¥scher tecq

Diundangkan di Padang.
pada tanggal 2o Okper o

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

PEMBI . J1.NIP.410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR %3
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